
I -r I ,
\

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
IGBUPATEN REMBA}IG

NOMOR 5 TAHUN 2OI'7

TENTANG

PBRSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAtrRAEI TENTAI{G
PENETAPAN 3 (TIGA) RAPERDA DI KABUPATEN REMBANG MENJADI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayan€rn terhaclap
pelaksanaan parkir di tepi jalan umum, perlu. melakukan
penyesuaian tarip retribusi pelayanan parkir di tepi jalan
umum yang diatur dalam Peraturan Daerah l(abupaten
Rembang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelalranan
Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana .telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 20Lt tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 201C)
tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jatan Umum;

b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanem terhaclap
pelayanan parkir kendaraan di tempat khusus parkir yang
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomoi
5 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus rarkir;

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 Undang-
undang Iilomor 13 Tahun 2008 tentang penyelengg"roi
Ibadah Hqii transportasi jamaah ha.1i dari daerah Lsal l<e
embarkasi dan dari debarkasi ke daerah a.sal menjacli
tanggunganjawab Pemerintah Daerah;

d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b, huruf
c perlu mendapat persetujuan Dewan perwalcilan Ra\yat
Daerah Kabupaten Rembang dengan menetapkan
Keputusan Dewan perwakilan naryat Daerah Kabupaten
Rembang.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undans Dasar Reoubtik Tnrtoncsin



4.

5.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pen gganti Undan g-Undan g
Nomor 2 Tahun 2OO9 tentang Perubaha atas Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji;

6. Undang-Undang Nomor 22 Ta}run 2OO9 tentanlg LaIu Lintas
Angkutan Jalan;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOg tentang Pelayanan
Publik;

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

9. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20Ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Ittromor 9 Trrhun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nonror 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah;

1l-. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 rahun 2or2 tentang
Pelaksanaan undang-undang Nomor 13 llahun 200g
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

l"3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

14. Peraturan Presiden Nomor s4 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan presiden
Nomor 4 Tahun 201s tentang perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor s4 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah 

;

15. Peraturan Preiden Nomor g7 Tahun 2014 tentang peratura,
Pelaksanaan U_ndag-Undang Npmor 12 Tahun ZOtt tentang
Pembentukan Peraturan perundang-Undangan 

;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2015



' 18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagerimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 16 Tahu 2An tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2O10 tentang
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi
Tempat Khusus Parkir; :

20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2Ot6 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Rembang;

2l.Peraturan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten
Rernbang Nomor 01 Tahun 2Ot6 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2074 tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang.

Memperhatikan: 1. Laporan Panitia Khusus IV Dewan Perwakila Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 29 Desember 2017.

2. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang, tanggal 29 Desember 201'1.

3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal
29 Desember 2OL7.

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

MEMUTUSKAN

Menyetujui Penetapan Rancangan peraturan Daerah Kabupaten
Rembang tentang :

L. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010
tentang Retribusi Tempat Khusus parkir

2. Perubahan ke dua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun
20lt tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi pelayanan
Parkir di Tepi Jalan Umum;

3. Pelayanan Ibadah Hqii; menjadi peraturan Daerah
Kabupaten Rembang.

Menyerahkan proses penetapan Rancangan peraturan Daerah
sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini menjacii
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati
Rembang .

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggar ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 Desember 2OLT

KETUA

KETIGA :


